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Penggunaan Dana BOS Disoal

BUOL - Penggunaan dana
Bantuan Operasioanl Sekolah
(BOS) pendidikan di SMPN 3
Bokat, Kabupaten Buol, tidak
melibatkan komite sekolah,
terutama dalam proses pen-
cairan dana. Hal ini mendapat
protes setelah pihak sekolah
tiba-tiba mencairkan dana
tahap II dan tahap III di bank.
Padahal dalam petunjuk teknis
(juknis) penggunaan dana
BOS, disebutkan bahwa ketua
komite berhak menandatangani
pencairan dana.

“Kalau pada triwulan (TW)
pertama ada tandatangan saya
sehingga dana BOS bisa
dicairkan. Kalau untuk TW II
dan III tidak ada lagi. Jangan-
jangan kepala sekolah selaku
pengguna anggaran sudah
melakukan rekayasa tan-
datangan untuk memudahkan
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RUSTAM BACULU
Jumadil

pencairan uang di bank,”
ungkap Ketua Komite SMPN
3 Bokat, Taslim J Tolabo, Rabu
(30/11) lalu.
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Dewan Guru dan Komite Telah Diberikan Foto Copy

M Penggunaan ...
Sambungan dari hal...16

Kata Taslim, sudah satu
tahun walimurid dan komite
sekolah tidak pernah diundang
pihak sekolah untuk rapat
koordinasi, sudah sejauhmana
realisasi penggunaan dana
BOS. “Wajar kalau kami
mempertanyakan masalah ini.

+Sebab uang siswa yang
dikelola sekolah harus jelas
laporan pertanggungjawa-
bannya dan mesti transparan
kepada walimurid,” ujar

* Taslim yang juga Sekdes di
Desa Langudon.

Sementara Wakil Kepala
Sekolah (Wakasek) SMPN 3
Bokat, Hamsa Day SPd
menuturkan, apa yang
disampaikan komite dan
walimurid memang benar
bahwa kuasa anggaran adalah
kepala sekolah (kepsek). Jadi,
semua ketentuan ada ditangan
kepsek.

Dirinya, selaku bawahan
sudah pernah menyampaikan
undangan untuk rapat
koordinasi dengan komite
dan walimurid guna mem-
bicarakan program kegiatan
di sekolah.

Terutama sasaran pem-
biayaan dana BOS yang tidak
jelas sasaran, sebagaimana
yang menjadi temuan komite.
Tapi itu tidak direspons oleh

kepala sekolah. “Jangankan
rapat dengan komite, dewan
guru saja tidak pernah
melakukan rapat evaluasi
tentang kemajuan siswa di
sekolah setiap bulan berjalan.
Padahal, kebutuhan sekolah
yang dipakai untuk proses
belajar mengajar banyak
sekali yang tidak lengkap,

termasuk pembelian alat tulis -

kantor (ATK) dan keleng-
kapan mobiler guru di kantor
juga tidak ada. Kami kurang
mengetahui kemana uang
BOS yang dicairkan setiap
tiga bulan itu,” jelas Hamsa
yang didamping Umar
Simbogolo, selaku bendahara
BOS SMPN 3 Bokat.

Terkait masalah penggunaan
dana BOS, Kepsek SMPN 3
Bokat, Jumadil Spd
menyatakan, jumlah siswa
yang menerima dana BOS
reguler 59 orang atau sekitar
Rp8 juta lebih pertriwulan. Itu
pun masih tersisa 21 orang
yang belum masuk dalam
daftar penerima, dari 80 siswa
yang aktif saat ini.” Dan
masalah tersebut berlaku
semenjak sekolah mulai
digunakan beberapa tahun lalu
dan sudah dua kali pergantian
kepala sekolah serta sekali
penamatan siswa.

Kata Jumadil, untuk pen-
cairan tahap II dan III,
memang sedikit ada keke-

liruan, dimana pada saat
penyetoran laporan ‘pertang-
gung jawaban (LPj) ke Dinas
Pendidikan Buol, ketika
dibutuhkan tandatangan ketua
komite, yang bersangkutan
selalu tidak berada di tempat.
Itu pun hanya bendahara
Usman yang menandatangani
LPj, karena kebutuhan siswa
sudah sangat mendesak. Untuk
sasaran penggunaan kata
Jumadil, setelah dananya cair,
langsung diserahkan ke
bendahara BOS untuk
membeli bahan ATK dan
melunasi utang-utang sekolah
yang belum dibayar di toko.
Ada banyak toko bermitra
dengan sekolah, nanti ada uang
barulah pengambilan dibayar.
“Sekolah sengaja bermitra
dengan toko untuk mengambil
kebutuhan sehari-hari demi
kelaricaran proses belajar
mengajar. Nanti ada uang BOS
baru dan dilunasi utangnya,”
jelas sang kepsek.

Menurut Jumadil, apa yang
telah disampaikan Wakasek
maupun ketua komite sudah
berlebihan. Itu lebih terkesan
ada unsur kecurigaan terhadap
penggunaan dana BOS.
Padahal, semua telah dise-
suaikan dengan ketentuan
juknis. Bahkan dewan guru dan
komite telah diberikan buku
foto copy tentang petunjuk
penggunaan dana BOS.(tam)




